LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 
TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	
	000 UMUM

	1
	Arsip peta foto udara
	· UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia
	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan

	2
	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan
	· UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j
	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang
	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan
	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi

	3
	Surat rahasia
	· UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak Terbatas
	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan
	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan

	4
	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik
	· UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan
	Menghambat kebijakan pemerintah daerah
	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah

	5
	Disposisi surat pimpinan
	· UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan
	Mengamankan proses penyusunan kebijakan



	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	6
	Rencana pelaksanaan tukar- menukar/ pemindah tangan barang daerah
	· UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan I
	Setelah proses selesai
	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah
	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai

	
	100 PEMERINTAHAN

	7
	Surat pengaduan masyarakat
	· UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j
	Tidak Terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	8
	Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup
	· UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 370;
· PP No. 16 Th 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 69
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak Terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	9
	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala /Wakil Kepala Daerah
	· UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai
	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)
	Sesuai dengan prosesdur yang seharusnya berjalan (taat asas)




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	10
	Proses pengangkatan perangkat desa
	· UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008;
· PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	11
	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan
	· Perda No 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 13 huruf a;
· UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70
ayat (2).
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	12
	Soal ujian tertulis pengangkatan perangkat desa
	· UU No. 6 Th 2014 tentang Desa
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	13
	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Plt Kades
	· UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2)
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	14
	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, h, dan I
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	15
	Rancangan keputusan bupati pada saat proses harmonisasi di bagian hukum
	· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	16
	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH
	· UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan dan
(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	17
	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan
	· UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan dan
(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	18
	Informasi data pribadi penegak perda
	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
	Tidak terbatas
	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
	Melindungi rahasia pribadi seseorang




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	19
	Berita Acara pemeriksaan
	· UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan dan
(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	
	200 POLITIK

	20
	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainya
	· UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3)
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j
	Tidak terbatas
	(1) Mengungkap rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Melindungi data pribadi dan
(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	21
	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I
	Tidak terbatas
	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

	22
	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I
	Tidak terbatas
	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

	23
	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa
	· PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	24
	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat
	· UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf c, I, dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	
	300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

	25
	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip
	· UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3)
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	26
	Identitas korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadup Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h
	Tidak terbatas
	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
	Melindungi rahasia pribadi seseorang

	27
	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS
	· Kep Menhukham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan
Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	28
	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda
	· UU No. 23 Tahun 2014 ;
· PP No. 6 Tahun 2010;
· UU No. 14 Th 2008, Pasal 17 huruf a, I, dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Memperlancar proses hukum
/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

	29
	Usulan calon penerima bantuan
sosial
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e
	Tidak terbatas
	Dapat merugikan ketahanan
Ekonomi
	Melindungi ketahanan Ekonomi

	30
	Rencana alokasi bersubsidi
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e
	Tidak terbatas
	Dapat merugikan ketahanan
Ekonomi
	Melindungi ketahanan Ekonomi

	31
	Naskah soal UN/UNPK/UASBN, dll
	· UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j;
· Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	32
	Proses scanning UN/UNPK/UASBN
	· UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j;
· Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	33
	Proses Rekruitmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Petukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembanguan di Perdesaan (SP3) dan Pemilihan Paskibra
	- UU No. 3 Th. 2005 Pasal 21 ayat
(3) dan ayat (4);
· UU no. 40 Th. 2009 Pasal 27 ayat
(3)
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	34
	Dokumen rekam medis termasuk nomor tegistrasi rekam medis
	· UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1);
· UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	35
	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien
	· UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j
	Tidak terbatas
	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	36
	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis
	- Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal
18 ayat (1);
· UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j
	Tidak Terbatas
	(1) Dapat mengungkap Rahasia prribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap
	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

	37
	Hasil audit medik pada sarana kesehatan
	· Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j
	Tidak Terbatas
	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap
	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan

	38
	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat
	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i
	Tidak Terbatas
	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat




	NO
	KONTEN INFORMASI
	DASAR HUKUM
	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP

	39
	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Klien (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i
	Tidak Terbatas
	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

	40
	Data Klien UPT (penyandang
HIV/AIDS dan eks WTS)
	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP,
Pasal 17 huruf h dan i
	Atas ijin yang
bersangkutan
	Bertentangan dengan privasi
seseorang
	Menjaga privasi seseorang

	41
	Data pribadi penduduk
	· Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008
Huruf h dan j
	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
	Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan
	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing- masing individu / pribadi

	42
	Daftar rekam medik PNS
	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j
	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi PNS
	Bertentangan dengan privasi seseorang
	Menjaga privasi seseorang

	43
	Data kelayakan UPT(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h , I dan j
	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan
	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan
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	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
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	Biodata elektronik PNS lengkap
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	Selama yang bersangkutan menjadi PNS
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	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap
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	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
	· PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
· Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
	Setelah usulan direalisasikan
	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan
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	Daftar pejabat yang akan dilantik
	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam
	Selama proses penetapan SK sampai derngan mulai berlakunya SK / pelantikan
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	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I
	Sampai selesainya nominasi secara lengkap
	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
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	Instrumen Tes potensi/kompetensi
	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I
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	Identifikasi potensi PNS
	- Keputusan Kepala BKN No. 37
	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
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	Dokumen laporan/surat
	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang
	Sampai dengan telah
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	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya
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